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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian yang terdiri dari kajian teori, kajian normatif dan kajian studi terdahulu yang berkaitan dengan sistem transportasi yang berisi tentang system transportasi secara makro, kinerja jalan, hambatan samping dan istilah-istilah dalam transportasi.
2.1 Kajian Teori
2.1.1 Sistem Transportasi Makro
Perkembangan suatu kota disebabkan oleh adanya perkembangan penduduk dan perkembangan kegiatan usaha. Perkembangan penduduk terjadi akibat adanya kelahiran dan migrasi, sedangkan perkembangan kegiatan usaha disebabkan oleh perkembangan sosial, perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi. Dalam perkembangannya, kota dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain masalah kependudukan, masalah pemukiman, masalah tata guna lahan, masalah pemilihan lokasi industri, masalah transportasi dan lain-lain.

Adanya perkembangan penduduk dan perkembangan kegiatan usaha menyebabkan kebutuhan ruang semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan adanya perubahan penggunaan lahan di daerah perkotaan kearah spesialisasi. Selanjutnya perkembangan kegiatan penduduk menyebabkan intensitas pergerakan cenderung meningkat. Keadaan ini disebabkan oleh sifat manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu bersifat dinamis.

Transportasi perkotaan mempunyai tujuan yang luas, yaitu membentuk suatu kota supaya berkembang dengan baik, artinya mempunyai jalan-jalan yang sesuai dengan fungsinya serta perlengkapan lalu lintasnya. Selain itu juga, transportasi perkotaan mempunyai tujuan untuk menyebarluaskan dan meningkatkan kemudahan pelayanan, memperluas kesempatan perkembangan kota serta meningkatkan daya guna penggunaan sumber daya yang ada (Whiteford, 1970:523, dalam G.K. Hadi,1995). 

Pendekatan sistem dalam perencanaan transportasi adalah suatu pendekatan umum untuk perencanaan dan teknik dimana suatu usaha dilakukan untuk menganalisis seluruh faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah yang ada. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam dan guna mendapatkan alternatif pemecahan masalah transportasi yang baik, maka sistem transportasi perkotaan secara menyeluruh (makro) dapat dipecah menjadi beberapa sistem yang lebih kecil (mikro). Sistem mikro tersebut akan saling terkait dan saling mempengaruhi seperti terlihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2. 1
Sistem Transportasi Makro


Sumber :  Ofyar Z. Tamin, Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, Penerbit ITB, 2000.

2.1.2.1 Sistem Jaringan

Pada dasarnya pola dan tipe sistem jaringan yang terbentuk pada suatu kawasan akan sangat bergantung pada karakteristik wilayahnya, mengingat pola dan tipe jaringan jalan akan sangat berkaitan dengan pola guna lahan dan struktur ruang kegiatan wilayahnya. Selain itu, akan mempengaruhi pola pergerakan yang terjadi, mengingat keputusan pemilihan lintasan oleh pelaku pejalan akan ditentukan oleh minimum waktu perjalanan.

Mengacu kepada keterkaitan antara struktur ruang dengan pola dan tipe jaringan, Morlok (Morlok, 1978:684, dalam Iwan P. Kusumantoro) menggambarkan 6 tipe jaringan, yaitu :

1. Tipe Grid.

2. Tipe Radial.

3. Tipe Ring-Radial.

4. Tipe Spiral.

5. Tipe Hexagonal.

6. Tipe Delta.

Berkaitan dengan fungsi yang harus dipenuhi oleh sistem jaringan jalan, maka secara umum sistem jaringan jalan mempunyai 2 fungsi utama yaitu (Morlok, 1978:684, dalam Iwan P. Kusumantoro) :

1. Fungsi untuk meneruskan arus pergerakan atau fungsi mobilitas dari lokasi asal ke lokasi tujuan.

2. Fungsi untuk melayani akses menuju lahan tujuan.

Kedua fungsi tersebut harus memiliki hirarki agar sistem jaringan dapat memenuhi fungsinya, dalam arti :

1. Fungsi untuk meneruskan arus pergerakan.

Dapat meneruskan arus pergerakan secara cepat tanpa tundaan sesuai standar klasifikasi fungsi jaringan tersebut.

2. Fungsi untuk melayani akses menuju lahan tujuan.

Merupakan jaringan yang mampu meneruskan arus pergerakan pada ambang kecepatan aman dan mudah untuk masuk dan keluar lokasi kegiatan perkotaan.

Berkaitan dengan desain sistem jaringan jalan, Morlok (Morlok, 1988:685, dalam Iwan P. Kusumantoro) menyatakan bahwa sistem jaringan jalan kawasan perkotaan hendaknya disusun secara hirarki, yaitu:

1. Jaringan jalan bebas hambatan.

· Untuk meneruskan arus pergerakan.

· Kecapatan tinggi.

· Volume tinggi.

· Jarak relatif panjang.

2. Sistem jaringan arteri.

· Mempunyai tingkat pelayanan dan kapasitas yang lebih rendah.

3. Jalan kolektor.

· Menyalurkan lalu lintas jalan arteri.


4. Jalan lokal.

· Menyediakan jalan akses ke tempat kegiatan perkotaan yang ada.

Berkaitan dengan hirarki pergerakan, Hutchinson (Hutchinson, 1974:233, dalam Iwan P. Kusumantoro) mengemukakan bahwa 2 fungsi yang dimiliki sistem jaringan jalan yaitu fungsi mobilitas dan fungsi akses sering terjadi konflik jika penataan hirarki sistem jaringan jalan tidak diperhatikan. Hutchinson, selanjutnya menyusun ilustrasi penataan hirarki sistem jaringan menjadi 4 kelas, yaitu :

1. Sistem jaringan jalur cepat (Expressway).

· Merupakan jaringan pelayanan dengan volume arus pergerakan tinggi.

· Kecepatan tinggi.

· Menghubungkan dua pusat kegiatan dengan interchange pada setiap persilangan.

· Tidak ada jaringan akses langsung ke lokasi kegiatan.

2. Sistem jaringan arteri.

· Merupakan jaringan pelayanan antara jaringan bebas hambatan dengan jaringan kolektor.

· Tidak memiliki akses langsung ke lokasi kegiatan.

· Setiap persilangan antar arteri atau kolektor dilengkapi dengan sinyal dan marka.

3. Sistem jaringan kolektor.

· Merupakan jaringan pelayanan yang menghubungkan arteri dengan jaringan lokal.

· Memiliki beberapa akses langsung ke lokasi kegiatan.

· Sistem jaringan lokal.

· Merupakan jaringan pelayanan yang menghubungkan antar lokasi kegiatan.

· Kecepatan rata-rata terbatas.

Pengelompokan jalan menurut Warpani, (2002:85-86) dapat ditinjau berdasarkan daya dukung (kelas) jalan, fungsi jalan dan berdasarkan pengelolaannya. Penjelasan masing-masing pengelompokan jalan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengelompokan jalan berdasarkan kelas jalan 

· Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan, muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;

· Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan, muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;

· Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;

· Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;

· Jalan kelas III C, yaitu jalan arteri lokasi yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;
2.1.2.2 Sistem Aktivitas/Kegiatan


Dewasa ini semakin banyak lahan perkotaan yang mengalami pergantian fungsi maupun percampuran fungsi lahan. Pergantian fungsi lahan, seperti rumah yang menjadi toko, supermarket dan lain-lain dikenal sebagai penetrasi aktivitas perdagangan dan jasa yang umumnya terjadi di ruas jalan-jalan utama kota. Dipilihnya ruas jalan-jalan utama kota tersebut sebagai lokasi berbagai aktivitas komersial disebabkan tingginya pergerakan penduduk, sehingga memiliki potensi sebagai daya tarik konsumen dan dianggap sebagai kawasan  penetrasi aktivitas komersial yang potensial (Yulson,1997 : 7).

Tata guna tanah perkotaan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pembagian dalam ruang dari peran kota, diantaranya sebagai kawasan tempat tinggal, kawasan tempat kerja dan kawasan rekreasi. Suatu kota dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan, bangunan yang besar-besar bagi pemerintahan, rumah sakit, pasar dan sebagainya, taman serta alun-alun yang luas dan jalan aspal yang lebar. Suatu yang khas bagi suatu kota ialah bahwa kota itu umumnya mandiri dan serba lengkap (self contained), yang berarti penduduk kota bukan hanya bertempat tinggal saja di dalam kota itu, tetapi bekerja mencari nafkah di dalam kota itu dan berekreasi pun dilakukan di dalam kota itu. Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi, sehingga bertempat tinggal maupun bekerja dan berekreasi dapat dilakukan oleh penduduk di dalam kota. Aktivitas ekonomi yang utama di dalam kota adalah aktivitas ekonomi industri dan ekonomi jasa/fasilitatif yang tidak memerlukan tanah luas, sehingga bentuk kota kempal (kompak), bangunannya berdekatan sehingga kerapatannya tinggi (Jayadinata,1992 :  101).

Perkembangan dan pertumbuhan kota sangat dipengaruhi oleh pertambahan penduduk kota, baik disebabkan pertambahan alamiah maupun akibat terjadinya perpindahan penduduk dari kota ke desa, dimana hal tersebut akan meningkatkan tuntutan  pelayanan kebutuhan hidup, seperti perumahan, pusat perbelanjaan, pusat kesehatan, fasilitas pendidikan, angkutan kota dan sebagainya. Peningkatan kebutuhan masyarakat tersebut harus diikuti perluasan ruang untuk penempatan elemen-elemen baru (Sujarto,1985:5).

Guna lahan dalam pengertian yang umum meliputi seluruh lahan di bumi, meliputi daratan  dan wilayah perairan. Perkembangan lebih lanjut, mengartikan guna lahan sebagai penggunaan ruang oleh bangunan-bangunan atau lahan terbangun (Chapin dan Kaiser,1979 : 238). Jenis-jenis penggunaan lahan terbangun akan mengikuti pola aktivitas yang menempati ruang diatas lahan tersebut. Dapat dikatakan penggunaan lahan berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Misalnya, jika terdapat sebidang lahan yang terbagi-bagi penggunaannya, maka guna lahan industri mewakili aktivitas produksi dan pengolahannya, guna lahan komersial meliputi aktivitas perdagangan eceran dan grosir, perkantoran dan jasa, guna lahan institusional meliputi aktivitas pemerintahan, militer, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, guna lahan permukiman meliputi aktivitas perumahan dan pemukiman. Sesuai dengan kepentingan studi, maka model-model guna lahan yang akan ditinjau adalah model guna lahan komersial.

A.
Model Guna Lahan Komersial

Secara keseluruhan aktivitas perdagangan dan jasa, memiliki persamaan-persamaan dalam kriteria pemilihan lokasi dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Perbedaannya terletak pada pola penyebaran lokasi aktivitas. Perdagangan tersebar di seluruh wilayah perkotaan, sementara perkantoran cenderung untuk mengelompok di daerah CBD. Menurut Yeates and Garner (1980 : 322-326) terdapat tiga jenis lokasi aktivitas komersial, yaitu :

1.    Kawasan perdagangan khusus (Specialized area)

Mempunyai karakteristik :

· Merupakan daerah/tempat yang menjual barang-barang yang sama/serupa. Pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan khusus yang sama untuk setiap unit perdagangan pada daerah tersebut, misalnya : perdagangan tas di Jalan Tajur..

· Merupakan daerah/tempat yang menjual/melayani kebutuhan-kebutuhan yang saling berkait secara fungsional. Misalnya tempat penjualan suku cadang mobil di Banceuy, melayani komponen-komponen mobil yang berkaitan.

Faktor lokasi yang dominan bagi kawasan perdagangan semacam ini adalah aksesibilitas pada konsumen. Oleh karena itu, umumnya berlokasi di tepi jalan raya atau dekat terminal angkutan umum.
2.    Kawasan Perdagangan Sepanjang Jalan /Pita (ribbons)

Pola berlokasi dari kawasan perdagangan tipe ini adalah di tepi-tepi jalan yang sering dilintasi, umumnya merupakan jalan utama kota. Kawasan perdagangan ini tidak membutuhkan lokasi yang paling sentral di kota. Pertimbangan utamanya adalah lokasi yang dapat memberikan aksesibilitas maksimum kepada penduduk yang dilayaninya. Berbagai tipe kawasan perdagangan ini mempunyai lokasi yang berbeda-beda dalam suatu kota, tetapi pola pita-pita ini dapat saling terkait/berhubungan.


Daerah perdagangan yang temasuk ke dalam tipe ini antara lain :

· Daerah perdagangan tradisional (traditional shopping street)
· Daerah perdagangan di jalan utama kota (urban arterial)
· Daerah perdagangan ke daerah sub urban (new sub urban ribbon)
· Daerah perdagangan dekat jalan-jalan utama antar kota (Highway oriented-planned/unplanned) 
3.    Daerah Pusat-Pusat Perdagangan Berkelompok (nucleations) 

Pola berlokasi kawasan perdagangan kelompok ini tersebar merata di seluruh kota dan mempunyai hirarki. Kawasan perdagangan ini dapat tumbuh secara spontan dan dapat pula tumbuh karena direncanakan. Pola lokasi-lokasi yang mempunyai aksesibilitas tinggi bagi penduduk yang dilayaninya, misalnya di persimpangan-persimpangan, kawasan perdagangan ini akan tumbuh secara spontan. Hirarki dari kawasan perdagangan ini tergantung dari ukuran kota yang ditempatinya.

Jenis atau daerah perdagangan yang temasuk ke dalam tipe ini antara lain :

· Warung kecil (Convenience store)
· Kelompok warung-warung (Neighborhood store)
· Pusat pelayanan lingkungan (Community store)
· Pusat pelayanan regional (Regional shopping centre)
· Pusat pelayanan daerah metropolitan (Metropolitan CBD)

Seperti pada aktivitas perdagangan, aktivitas jasa dan perkantoran pun cenderung berdesentralisasi. Pola aktivitas berlokasi dari perkantoran umumnya memilih pada lokasi-lokasi yang mempunyai tingkat aksesibilitas tinggi atau pada lokasi sentral dari kota. Sesuai dengan orientasi pelayanan aktivitas perkantoran, yaitu kepada masyarakat dan lingkup pelayanannya menjangkau suatu kota dan bahkan dapat melampauinya, maka aktivitas perkantoran cenderung berlokasi di pusat kota

B.
Faktor-Faktor Penentuan Lokasi Aktivitas Komersial

Berbicara mengenai masalah penentuan lokasi, akan ditemukan istilah situasi tapak dan situasi lokasi. Istilah-istilah tersebut berguna untuk mengetahui dan menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penentuan lokasi aktivitas komersial. Dibawah ini menguraikan mengenai faktor-faktor situasi tapak dan situasi lokasi, guna mengenali faktor-faktor yang berpengaruh dan berada di belakang keputusan pelaku untuk berlokasi di daerah studi.
· Faktor Situasi Tapak

Faktor ini lebih ditujukan pada berbagai faktor yang menyatakan karakteristik dari lokasi tersebut, seperti keadaan lingkungan masyarakat (faktor sosial), sarana-sarana yang ada disekitar lokasi, keadaan lingkungan fisik lokasi dan keamanan lingkungan sekitar lokasi. 

· Faktor sosial

· Faktor ini akan menerangkan sejauh mana faktor sosial diperhitungkan dalam memilih suatu lokasi aktivitas usaha tidak terlepas dari keadaan penduduk dan keadaan perumahan yang ada disekitarnya. Beberapa aktivitas usaha mempunyai kecenderungan untuk berlokasi di tempat-tempat yang kondisi lingkungan sekitarnya cukup baik, sehingga faktor ini dianggap sebagai salah satu daya tarik tersendiri bagi konsumen. 
· Faktor ekonomi

· Faktor ini akan menerangkan sejauh mana faktor ekonomi yang terdapat dalam suatu lokasi akan berpengaruh dalam penentuan lokasi aktivitas usaha. Faktor situasi tapak yang erat kaitannya dengan faktor ekonomi, dapat ditunjukkan dengan adanya sarana-sarana dan fasilitas ekonomi seperti pertokoan, sekolah, perkantoran, dan tempat-tempat rekreasi. Faktor-faktor ini sangat erat kaitanya dengan perkembangan daerah itu sendiri. Kelengkapan fasilitas pada suatu daerah merupakan salah satu faktor penarik penduduk untuk tinggal dan melakukan aktivitas di daerah tersebut. Semakin lengkap fasilitas yang dimiliki oleh suatu daerah akan semakin besar pula kemungkinan daerah tersebut untuk berkembang. 
· Faktor fisik

· Faktor ini berkaitan erat dengan daya dukung lahan, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Daya dukung lahan akan sangat mempengaruhi pelaku dalam memilih lokasi aktivitas usahanya. Semakin besar kemampuan lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, semakin besar kemungkinan daerah tersebut untuk dipilih sebagai tempat usaha. 
· Faktor Situasi Lokasi

Faktor ini berkaitan erat dengan pengertian konsep tata ruang, yaitu melihat keterkaitan antara suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Tinjauan pada faktor ini mencakup faktor aksesibilitas dan perangkutan. Konsep tata ruang mempunyai beberapa elemen atau unsur yang dapat dilihat secara terpisah, tetapi bila dilihat secara bersamaan dapat digunakan untuk lingkungan yang lebih luas yaitu tata ruang aktivitas manusia. Unsur-unsur tata ruang yang penting antara lain jarak, lokasi, bentuk dan ukuran atau skala dimana unsur-unsur ini akan membentuk suatu wilayah.

Kemudahan pencapaian (aksesibilitas) dari suatu lokasi terhadap lokasi lainnya dapat dijadikan suatu indikator tentang kemampuan lokasi tersebut untuk berkembang. Suatu daerah yang memiliki faktor kemudahan pencapaian, ketersediaan fasilitas perangkutan yang baik dan memadai akan lebih cepat berkembang apabila dibandingkan dengan daerah lain yang lebih rendah.

· Berpengaruhnya tingkat pencapaian terhadap kemungkinan perkembangan suatu daerah akan menyebabkan daya tarik daerah tersebut juga terpengaruh. Kemudahan pencapaian suatu lokasi akan sangat dipengaruhi oleh keadaan sistem perangkutan, baik yang menyangkut kapasitas dan kondisi jalan maupun banyaknya lintasan kendaraan umum yang melalui lokasi tersebut. Adanya sarana angkutan umum yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, akan meningkatkan pergerakan penduduk, sehingga akan menunjang daerah tersebut untuk berkembang. Kondisi prasarana perangkutan yang baik akan memudahkan penduduk dalam melakukan pergerakan. Semakin banyak daerah yang memiliki panjang jalan dengan kondisi yang baik, semakin besar kecenderungan penduduk untuk bertempat tinggal dan melakukan aktivitas pada daerah tersebut. 

C.
Penilaian Potensi Lokasi Aktivitas komersial

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan lokasi aktivitas komersial yang meliputi faktor situasi tapak dan faktor situasi lokasi, selanjutnya Chiara (1984:169) mengemukakan penentuan lokasi dapat dilakukan melalui suatu penilaian terhadap kondisi wilayah berdasarkan  faktor-faktor dibawah ini.

· Faktor Lokasi Stategis

Bila teori lokasi ditelaah dalam perkembangannya maka dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu teori lokasi yang berorientasi kepada daerah lokasi, yang berorientasi kepada tempat lokasi dan yang berorientasi kepada keseimbangan spasial. Penentuan tempat lokasi yang paling sederhana adalah menentukan tempat penyaluran yang akan dipergunakan sebagai pusat pelayanan. Dalam hal ini maka masalah yang dihadapi adalah memilih lokasi sedemikian, sehingga jarak yang akan ditempuh adalah minimum. Usaha meminimumkan jarak ini secara implisit berarti pula memperhitungkan biaya angkutan yang minimum (Djojodipuro,1992 : 68).

Potensi suatu fasilitas komersial sangat dipengaruhi faktor lokasi, dimana hal ini berkaitan dengan tingkat aksesibilitas (kemudahan pencapaian). Salah satu yang berkaitan dengan aksesibilitas tersebut adalah adanya simpul (node) dan ruas jalan (link). Simpul mewakili suatu titik tertentu pada ruang yang dapat menghubungkan antara satu pusat dengan pusat lain ataupun wilayah lainnya, sedang ruas jalan adalah garis yang menghubungkan dua titik tersebut (Morlok,1995 : 94). Dengan demikian suatu lokasi pusat perdagangan dinilai strategis apabila berada di dekat simpul pertemuan arus lalu lintas, hal ini dimaksudkan akan mempermudah konsumen dari segala penjuru kawasan atau wilayah untuk mencapai lokasi pusat perdagangan.
· Faktor Ketersediaan Sarana Angkutan Umum

Kalau masalah lokasi timbul sebagai sarana untuk memecahkan persoalan “dimana” suatu aktivitas ekonomi dijalankan, masalah angkutan merupakan salah satu unsur terpenting dalam teori lokasi (Djojodipuro,1992 : 51). Faktor ketersediaan sarana angkutan umum masih berkaitan dengan faktor lokasi strategis, yaitu dalam hal akses menuju lokasi pusat komersial. Apabila suatu lokasi aktivitas komersial dilalui oleh rute angkutan umum, hal ini akan mempermudah pencapaian lokasi oleh konsumen. Asumsinya adalah tidak semua konsumen memiliki atau menggunakan kendaraan pribadi dalam perjalanannya menuju lokasi, melainkan sebagian dari mereka memanfaatkan jasa angkutan umum. Adanya rute angkutan umum yang melalui lokasi pusat komersial tentunya akan mempermudah pencapaian lokasi oleh konsumen. Oleh sebab itu, semakin banyak rute angkutan umum yang melalui lokasi, maka dianggap lokasi tersebut semakin memiliki potensi karena konsumen dapat datang dari berbagai tempat.

· Faktor Kapasitas Jalan

Selain kedua faktor diatas, faktor transportasi lain yang berkaitan dengan potensi lokasi pusat komersial adalah faktor kapasitas jalan. Adanya arus pergerakan manusia maupun kendaraan di lokasi yang cukup tinggi, sering menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas akibat tidak sesuainya kapasitas badan jalan terhadap volume kendaraan yang melewatinya. Oleh sebab itu, ditetapkan interval lebar badan jalan yang memenuhi kriteria pada kawasan komersial adalah 12 sampai 18 meter. Jika kurang dari 12 meter, maka dinilai kurang memadai.
· Faktor Aglomerasi

Kota besar biasanya menarik sebagai lokasi aktivitas komersial, oleh karena itu di kota mudah terjadi gejala aglomerasi. Aglomerasi terbentuk dengan berkumpulnya beberapa pengusaha dengan beragam jenis aktivitas komersial, sehingga akan membentuk suatu pusat aktivitas komersial tersendiri. Pengelompokan aktivitas usaha dalam satu lokasi ini dimaksudkan untuk dapat menarik kunjungan konsumen. Konsumen cenderung lebih memilih mendatangi satu kawasan yang tidak hanya memiliki satu pusat komersial, dimana hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya perjalanan konsumen tersebut. Oleh sebab itu, pusat perdagangan yang berlokasi di kawasan perdagangan akan lebih membawa keuntungan bagi pihak pengusaha maupun konsumen. (Bourne,1982 : 333)

2.1.2.3 Sistem Pergerakan

A.
Volume Lalulintas

Volume lalulintas adalah jumlah kendaraan yang melalui satu titik pengamatan selama periode  waktu tertentu atau sebuah perubah (variabel) yang sangat penting pada  teknik lalulintas, yang pada dasarnya merupakan proses penghitungan yang berhubungan dengan jumlah gerakan persatuan waktu pada lokasi tertentu. Jumlah gerakan yang dihitung dapat meliputi tiap macam moda lalulintas seperti pejalan kaki, mobil, bis. Perhitungan volume lalulintas pada dasaarnya bertujuan untuk menetapkan nilai kepentingan relatif suatu rute, fluktuasi dalam arus, distribusi lalulintas pada sebuah sistem jalan dan kecenderungan pemakai jalan (F.D Hobbs,1995:56)

Satuan yang umum untuk lalulintas adalah lalu lintas harian rata-rata (LHR). Volume lalulintas yang terjadi pada kawasan perkotaan disebabkan oleh beberapa hal  diantaranya adalah bangkitan lalulintas, dimana bangkitan lalulintas adalah banyaknya lalulintas yang ditimbulkan oleh suatu zona atau daerah persatuan waktu. Jumlah lalulintas bergantung pada kegiatan kota, karena adanya kebutuhan manusia untuk melakukan kegiatan berhubungaan dan mengangkut barang kebutuhan (Suwarjoko Warpani,1990)

Banyaknya lalulintas dan bepergian antar zona selalu bertambah karena prasarana pun terus meningkat, dikarenakan pembuatan jalan baru dan penataan jalan lama atau meningkatnya sarana hubungan seperti penambahan kendaraan. Tambahan jumlah lalulintas dapat dibagi atas beberapa faktor (Overgaard,1966 dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas Berbiaya Murah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah) adalah sebagai berikut :

1. Tambahan wajar lalulintas, yaitu tambahan akibat bertambahnya penduduk dan kendaraan.

2. Lalulintas bangkitan, yaitu tambahan akibat berkembangnya kepentingan sebagai akibat bertambahnya kesempatan melakukan perjalanan.

3. Perkembangan lalulintas, yaitu tambahan akibat adanya jalan baru.

B.
Kapasitas Jalan (Kapasitas Lalulintas)

Kemacetan lalu-lintas yang ditimbulkan oleh aktifitas samping jalan, akan menurunkan arus kendaraan dan kecepatan kendaraan, yang melalui ruas jalan tersebut. Penurunan ini berdampak terhadap penurunan kapasitas ruas jalan tersebut. Dimana, Sweroad (1997) menyatakan bahwa kapasitas ruas jalan adalah arus kendaraan maksimum yang melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Kapasitas jalan ini  berguna sebagai tolak ukur dalam penetapan keadaan lalulintas sekarang atau usulan pengembangan. Ada dua ukuran kapasitas yang sering digunakan yaitu kapasitas dasar dan kapasitas operasional, dimana kapasitas operasional adalah kapasitas dasar yang telah mengalami penyesuaian faktor lingkungan. Berbagai konsep yang berbeda digunakan untuk menyatakan  kapasitas lalulintas kendaraan bermotor yang akan, atau harus ditampung oleh ruas jalan atau persimpangan jalan. 
Kapasitas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp), dengan persamaan dasar untuk penentuan kapasitas adalah sebagai berikut.
C = Co  x FCW x FCSP x FCSF
Dimana :

C 
= 
kapasitas operasional (smp/jam)

Co
= 
kapasitas dasar (smp/jam)

FCW 
= 
faktor penyesuaian lebar jalan

FCSP 
= 
faktor penyesuain pemisahan arah (hanya untuk jalan tak terbagi)

FCSF
    =     faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan


Ukuran kinerja jalan yang berkaitan langsung dengan kapasitas yaitu volume arus lalulintas dan lebar jalan, dimana rasio dari volume lalulintas (v) dibagi dengan kapasitasnya (c) bisa memberikan gambaran tentang kondisi aliran lalulintas tersebut,jika nilai v/c = 1 artinya kondisi aliran lalulintasnya berada pada kapasitas maksimum (macet). Kondisi optimal yang masih bisa diterima jika v/c berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,8, apabila kondisi aliran berada di atas angka 0,9 maka aliran lalu lintas tersebut sudah sensitif artinya terjadi konflik yang menyebabkan terjadinya tundaan tersebut. Faktor – faktor yang mempengaruhi kapasitas lalu lintas terdiri dari :

1. Sifat fisik jalan (seperti lebar jalan, jumlah dan tipe persimpangan, kondisi permukaan jalan, dan lain-lain).

2. Komposisi lalulintas dan kemampuan kendaraan (proporsi berbagai tipe kendaraan).

3. Kondisi lingkungan (cuaca, waktu, hambatan samping).

C.       Kecepatan Kendaraan



Kecepatan Kendaraan yaitu ukuran kualitatif dari kemampuan jalan yang salah satunya bisa diukur dari besarnya kecepatan yang bisa dikembangkan oleh pengemudi, erat kaitannya dengan jenis kendaraan dan pengemudi itu sendiri, seperti laki/perempuan dan tua/muda.


Kecepatan biasa dinyatakan dalam (Km/Jam), berikut ini definisi dari kecepatan yang biasa dialami di jalan ;

· Kecepatan setempat (spot speed), adalah kecepatan kendaraan pada suatu saat, diukur dari suatu tempat yang ditentukan.

· Kecepatan Bergerak (running speed) adalah kecepatan kendaraan rata-rata pada suatu jalur pada saat kendaraan bergerak dan didapat dengan membagi panjang jalur dibagi dengan lama waktu kendaraan bergerak menempuh jalur tersebut.

· Kecepatan Perjalanan (overall travel speed) adalah kecepatan pada suatu bagian tertentu jalan, yaitu hasil pembagian jarak yang ditempuh dengan waktu keseluruhan (waktu bergerak termasuk stop/delay). 
2.1.2 Kinerja Jalan


Pengertian kinerja atau unjuk kerja adalah kemampuan atau ukuran prestasi kerja suatu sistem. Penilaian dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif, walaupun demikian persoalan penilaian selalu berbenturan pada persfektip ukuran atau parameter yang digunakan. Studi dan penelitian yang mencoba untuk menguraikan dan menjelaskan ukuran kinerja suatu sistem menunjukan variasi yang sangat besar. Ukuran ataupun parameter yang dikemukakan sangat bergantung kepada keterlibatan variabel yang digunakan serta satuan unit analisa yang digunakan. Selain itu latar belakang dari tujuan penilaian ukuran kinerja suatu sistem juga ikut mempengaruhi. Menurut Kusbiantoro (Kusbiantoro, 1985:27, dalam Iwan P. Kusumantoro)  konsep kinerja memiliki rentang pengertian yang sangat besar, demikian juga mengenai ukuran rentang ataupun parameter yang dihasilkan sangat tergantung kepada tujuan analisis serta variabel yang digunakan sehingga menyebabkan sulit untuk merumuskan ukuran ataupun parameter yang bersifat umum. Pada sisi lain, sangat disadari, akan sulit untuk menilai suatu kinerja sistem melalui berbagai parameter dengan berbagai cara pandang.

Menurut Morlok (Morlok, 1978:209), terdapat 2 karakteristik utama berkaitan dengan kinerja sistem jaringan yaitu :

1. Aspek volume pergerakan.

Volume berkaitan dengan besaran arus pergerakan pada suatu sistem jaringan yang memiliki kapasitas tertentu.

2. Kecepatan pergerakan.

Hubungan antara volume dengan kecepatan yang ditunjukkan untuk menggambarkan kinerja sistem jaringan pada suatu klasifikasi tingkat pelayanan.

Ukuran umum yang digunakan untuk menilai tingkat pelayanan jaringan jalan adalah seperti pada Tabel 2.2, antara rasio volume per kapasitas jaringan dengan kecepatan operasi. Tingkat pelayanan jalan adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Salah satu unsur utama yang menyatakan tingkat pelayanan jalan adalah volume kendaraan, kecepatan perjalanan, dan juga hal lain seperti kenyamanan dan keamanan pemakai jalan. Tingkat pelayanan jalan ditentukan dalam skala interval yang terdiri dari 6 tingkatan (Salter,1980). Tingkatan ini terdiri dari A,B,C,D,E, dan F. Dimana A merupakan tingkat pelayanan yang paling tinggi. Pelayanan  jalan mulai dari tingkat pelayanan A sampai F (lihat tabel 2.2) dan masing-masing derajat pelayanan tersebut memiliki karakteristik operasi arus lalu lintas tersendiri. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut :

· Tingkat pelayanan A : jalan beroperasi pada kecepatan bebas, dengan kecepatan rata-rata berkisar 90% dari kecepatan bebasnya. Dalam melakukan pergerakannya, kendaraan tidak terpengaruh oleh arus lalu lintas. Tundaan pada persimpangan sangat kecil.

· Tingkat pelayanan B : memperlihatkan pengoperasian yang tidak terpengaruh oleh arus lalu lintas, dengan kecepatan rata-rata berkisar 70% dari kecepatan arus bebasnya. Kemampuan untuk melakukan pergerakan relatif tidak terganggu, dan tundaan tidak begitu banyak.

· Tingkat pelayanan C : pengoperasian jalan stabil,  kemampuan gerak relatif tidak terbatas jika dibandingkan dengan tingkat pelayanan B, dan lebih banyak dipengaruhi oleh volume lalu lintas yang tinggi.

· Tingkat Pelayanan D : kondisi dimana arus lalu lintas mendekati kondisi tidak stabil, apabila terjadi penambahan volume lalu lintas maka akan berakibat pada meningkatnya tundaan dan menurunkan kecepatan. Kecepatan rata-ratanya adalah 40% dari kecepatan arus bebasnya.

· Tingkat Pelayanan E : kondisi lalu lintas sudah tidak stabil, volume lalu lintas sudah mendekati atau bahkan sama dengan kapasitas jalannya. Adanya tundaan perjalanan sangat berpengaruh terhadap kecepatan kendaraan. Dan kecepatan rata-rata adalah sebesar 30% dari kecepatan arus bebasnya.

· Tingkat Pelayanan F : terjadi arus lalul intas yang dipaksakan dengan kecepatan yang sangat rendah, umumnya keadaan ini disebabkan oleh adanya pengaruh persimpangan, secara ekstrim kecepatan bisa menjadi nol atau arus lalulintas berhenti sama sekali, kecepatan rata-rata sebesar 25% dari kecepatan arus bebasnya. 
Agar lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2. 1
Tingkat Pelayanan Jalan
	
	Deskripsi Arus
	Kecepatan (km/jam)
	

	A
	Arus bebas bergerak (arus lalu lintas bebas, tanpa hambatan)
	> 50
	< 0,4

	B
	Arus stabil, tidak bebas (arus lalu lintas baik, kemungkinan terjadi arus perlambatan)
	40 – 50
	< 0,58

	C
	Arus stabil, kecepatan terbatas (aliran lalu lintas masih baik dan stabil dengan perlambatan yang masih diterima)
	32 – 40
	< 0,80

	D
	Arus mulai tidak stabil (mulai dirasakan gangguan dalam aliran, aliran mulai tidak stabil)
	27 – 32
	< 0,9

	E
	Arus tidak stabil, kadang macet (volume pelayanan berada pada kapasitas, aliran tidak stabil)
	24 – 27
	< 1,0

	F
	Macet, antrian panjang (volume pelayanan melebihi kapasitas, aliran telah mengalami kemacetan)
	< 24
	> 1,0


Sumber : R.J Salter, Higway Traffic Analysis and Design, The    MacMillan Press Ltd, 1980

Gambar 2. 2
Tingkat Pelayanan Jalan


2.1.3 Pengelolaan Lalu-lintas

Konsep pengelolaan lalu-lintas dapat dilakukan dengan melihat dari sisi permintaan dan sediaan. Pengelolaan lalu-lintas adalah suatu teknik perencanaan transportasi yang sifatnya langsung penerapan di lapangan dan biasanya berjangka waktu tidak terlalu lama. Tujuan pokok dari pengelolaan lalu-lintas adalah memaksimalkan pemakaian sistem jalan yang ada dan meningkatkan keamanan jalan, tanpa merusak kualitas lingkungan (Tamin, 2000:375).

2.1.3.1 Konsep Manajemen Sediaan

Adapun rangkaian tindakan yang umumnya dilakukan dalam pengelolaan lalu-lintas untuk meningkatkan daya guna ruang jalan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pengaturan sistem lalu-lintas satu arah.

b. Pemasangan lampu lalu-lintas.

c. Kanalisasi lalu-lintas (pulau lalu-lintas, rambu lalu-lintas).

d. Pemisahan jalur lambat dengan jalur cepat.

e. Penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki dan pedagang kaki lima.

f. Pengaturan lalu-lintas menerus, regional dengan lalu-lintas lokal.

g. Penataan tempat bongkar muat barang.

h. Penataan lokasi pedagang kaki lima.

i. Pengecualian berlakuknya tanda-tanda lalu-lintas tertentu bagi kendaraan umum dan penataan tempat pemberhentian angkutan umum dan pangkalan.

2.1.3.2 Konsep manajemen Permintaan

Adapun rangkaian tindakan yang umumnya dilakukan dalam pengelolaan lalu-lintas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Tindakan mengurangi arus lalu-lintas pada jam-jam puncak.

2. Pengelolaan sistem perparkiran, meliputi peraturan perparkiran (tempat parkir khusus, taman parkir, dan sebagainya).

3. Peningkatan pelayanan umum, meliputi :

a. Penataan lokasi perhentian.

b. Penataan terminal.

c. Peningkatan keamanan.

d. Pengaturan rute (lintasan)

e. Integrasi antarpelayanan berbagai angkutan umum.

f. Kebijaksanaan tarif angkutan umum

g. Pengaturan tata guna lahan.

2.1.4 Hambatan Samping 

Selain dari pada faktor lalu lintas dan geometrik jalan yang memberikan dampak sebagai peubah kinerja jalan adalah faktor hambatan samping. Hambatan samping merupakan aktivitas dari samping jalan, dimana  hambatan samping jalan yaitu dampak terhadap perilaku lalu lintas akibat kegiatan sisi jalan.

Berikut ini beberapa ulasan mengenai faktor hambatan samping tersebut :
1. Pejalan Kaki


Pada ruas jalan di perkotaan pejalan kaki merupakan faktor hambatan samping yang dominan, seperti kita ketahui bahwa pejalan kaki termasuk moda transportasi juga. Ada beberapa kemungkinan yang merubah moda transportasi di jalan menjadi moda pejalan kaki, yang diantaranya bisa karena :

· Pemakai kendaraan dan pengguna jasa kendaraan apabila telah sampai pada tujuan, ia akan berubah menjadi moda pejalan kaki, perubahan moda tersebut bisa terjadi karena memang sudah sampai ditujuan atau untuk pergantian moda berikutnya. 

· Tidak berubah moda, artinya sejak dari asal sampai tujuan moda yang ia gunakan adalah pejalan kaki.

.Menurut Shirvani (1985:48 dalam Arief Budiman), jalur pejalan kaki merupakan suatu sarana pemberi kenyamanan bagi pejalan kaki, merupakan elemen pendukung bagi perdagangan dan merupakan elemen yang penting dalam urban desain. Tujuan si pejalan kaki dalam melakukan aktivitas berjalan kaki dikaitkan dengan aktivitas perkotaan yang pada dasarnya akan mempunyai karakteristik dan tuntutan keinginan berlalu lintas yang berbeda-beda, misalnya orang yang ingin menikmati rekreasi dan hiburan tentu akan mempunyai karakteristik dan tuntutan berlalulintas yang berbeda dengan orang yang hendak pergi kekantor. Perbedaan tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap lebar trotoar yang dibutuhkan. Apabila tidak ditata dengan baik maka pejalan kaki selain bisa menurunkan kinerja jalan juga mengakibatkan kecelakaan bagi si pejalan kaki tersebut. Hambatan samping yang disebabkan oleh pejalan kaki yang dimaksudkan adalah frekuensi pejalan kaki yang menyeberang/memotong arus kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan maupun pejalan kaki yang menggunakan badan jalan untuk berjalan bukan pada trotoar. 

2. Kendaraan lambat
Arus kendaraan di lajur lalulintas apabila ada salah satu kendaraan berkecepatan rendah maka kendaraan yang dibelakangnya akan melakukan perlambatan, karena ditinjau dari segi karakteristik dimensi, ruang, dan tenaga yang ia miliki jenis kendaraan lambat memungkinkan berpeluang menghambat laju kendaraan lainnya. MKJI menggolongkan jenis kendaraan lambat adalah sepeda motor dan kendaraan tak-bermotor. 
3. Parkir
Kendaraan yang berjalan menggunakan jalanan umum tentu mempunyai maksud tertentu. Kendaraan tidak bergerak begitu saja melainkan atas kehendak manusia yang memiliki tujuan tertentu dalam rangka hubungan kegiatannya dan kendaraan-kendaraan itu tidak mungkin berjalan terus menerus. Pada saatnya harus berhenti baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu yang cukup lama yang disebut parkir. Setiap perjalanan mempunyai akhir dan bila tujuan itu sudah dicapai maka harus ada tempat untuk kendaraan yang diparkir. ( Budiman Arief, 1998 : 22 ). Ketiadaan pelataran parkir di kawasan tertentu dalam kota sudah pasti akan berakibat pada pengurangan lebar jalan di tempat tersebut. Kendaraan-kendaraan akan diparkir di pinggir jalan akan naik ke bahu jalan dengan menyerobot sebagian trotoar. Kendaraan yang parkir di pinggir jalan jelas mengurangi daya tampung jalan tersebut. Kesulitannya makin besar volume kendaraan yang ada makin besar pula kebutuhan akan pelataran parkir ( Warpani S, 1981 : 82 ). Masalah parkir adalah kebutuhan ruang. Penyediaan ruang dalam kota adalah terbatas pada luas wilayah kota yang ada dan tata guna lahanya. Pengadaan pelataran parkir sedikit banyak menyita sebagian luas wilayah kota karena pelataran parkir membutuhkan ruang tersendiri yang cukup luas. Penggunaan fasilitas parkir sendiri belum tentu akan selalu penuh melainkan tergantung pada jam-jam padat (Warpani S. 1982 : 83). Kemacetan  lalu lintas pada jam-jam puncak selain karena besarnya jumlah kendaraan yang melewati jalan-jalan juga ditambah oleh keberadaan parkir di sisi jalan (onstreet parking). Keberadaan parkir sisi jalan menyita sebagian badan jalan (minimal satu lajur jalan) sehingga mengurangi kapasitas jalan tersebut. Pada saat jam puncak parkir yang bersamaan waktunya dengan jam puncak lalu lintas terjadi antrian parkir, dimana kendaraan antrian yang berjalan perlahan menghambat arus pergerakan lalu lintas dan menyita lebih banyak badan jalan selain parkir itu sendiri.. Keberadaan parkir di sisi jalan merupakan hal yang tak dapat dihindarkan sampai saat ini. Besarnya kebutuhan fasilitas parkir tidak bisa dicukupi oleh fasilitas parkir diluar jalan seperti pelataran parkir, dan gedung parkir yang diperuntukkan khusus parkir oleh pusat perbelanjaan. Kekurangan fasilitas parkir ini dipenuhi dengan memanfaatkan fasilitas parkir di sisi jalan. Luasnya kebutuhan pelataran parkir tergantung atas dua hal pokok yaitu jumlah kendaraan yang diharapkan parkir pada satu saat (daya tampung pelataran) dan sudut parkir. 
Menurut Shirvani (1985 :36-38 dalam Arief Budiman) ada bermacam cara dalam penanganan ,masalah parkir disuatu kawasan, diantaranya adalah sebagai berikut :

· Merancang suatu garasi parkir di bagian-bagian kota dimana dalam suatu perencanaan suatu kegiatan atau pembangunan gedung-gedung harus menyediakan tempat parkir.

· Program multiguna, yaitu memaksimumkan pemanfaatan tempat parkir dengan suatu program yang memungkinkan pemanfatan ruang parkir untuk Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Misalnya, ruang paarkir kantor bias berbagi pemakaian dengan gedung teater, kaarena sarana-sarana itu digunakan pada waktu yang berbeda.

· Parkir sistem paket, dimana penyediaan tempat parkir dengan cara menyisihkan beberapa blok sebagai tempat parkir.

· Penyediaan tempat parkir di pinggiran kota
4.   Keluar masuk kendaraan

Keluar masuk kendaraan di akses jalan atau akses lahan, dalam aliran lalu lintas bisa terjadi konflik primer atau konflik sekunder, berupa pemotongan atau penggabungan/perlambatan. Hambatan samping yang disebabkan kendaraan masuk dan keluar dari lahan samping jalan yang dimaksud adalah frekuensi kendaraan yang masuk atau keluar dari pintu masuk/keluar lahan pada samping jalan. 

2.1.5 Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linear adalah suatu meode analisis statistik yang menggunakan model matematika tertentu yang terdiri atas eberapa buah asumsi. Secara teori, jelas bahwa hasil analisis regresi linear akan mempunyai nilai (valid) hanya jika seluruh asumsi yang digunakan dapat diterima. Oleh karena itu seluruh asumsi yang digunakan harus diuji (atau dites) keabsahannya untuk menguji validitas model. Untuk itulah digunakan pola kerja dalam analisis regresi linear sebagai berikut. 

Gambar 2. 3 Pola Kerja Analisis Regresi Linier
Pola ini dibaca searah jarum jam, dimulai dari kotak di sebelah kiri, dalam bentuk spiral. Jika hasil diagnosa di kotak bawah memperlihatkan bahwa model yang digunakan telah cukup baik, maka proses pemodelan dihentikan. Lanjutkanlah dengan analisisnya. Jika modelnya belum cukup baik, buatlah terapi untuk memodifikasi model. Jadi, model di kotak kiri diperbaiki


Regresi linier digunakan untuk menguji hubungan antara sebuah variabel respon atau variable yang dipengaruhi dan biasanya dilambangkan dengan huruf Y dengan variable yang mempengaruhi dan biasanya dilambangkan dengan huruf X (Modul praktikum Metoda Analisis Perencanaan I, Jurusan Teknik Planologi Universitas Pasundan). Variable yang dipengaruhi (Y) dalam hal ini merupakan kecepatan akan diuji seberapa besar hubungannya dengan variable yang mempengaruhui (X) dalam hal ini hambatan samping (pejalan kaki, parkir/kendaraan berhenti, keluar masuk kendaraan, dan kendaraan lambat)
2.2 Kajian Produk Hukum
2.2.1 Ketentuan – Ketentuan Jalan

2.2.2.1 Definisi Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya  yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berbeda pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri  (Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan: Pasal 1)
2.2.2.2 Peranan Jalan

Peran jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan: Pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 

3. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2008, disebutkan bahwa:
1. Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
2. Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
3. Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

4. Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.
2.2.2.3 Klasifikasi dan Tipe Jalan

A. Klasifikasi Jalan

Di Indonesia penataan hirarki jalan diatur melalui UU No. 38 Tahun 2004. Menurut aturan tersebut dinyatakan bahwa klasifikasi fungsi jaringan jalan ditentukan berdasarkan hirarki wilayah pelayanannya yaitu lingkup regional atau lokal yang terdiri dari klasifikasi sistem jaringan primer dan jaringan sekunder. Menurut PP 34 Tahun 2006, sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut: a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan  b. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
Sedangkan Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil. 
Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer. Penjelasan fungsi jalan yang termasuk dalam system jaringan jalan primer :
1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. 

2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal

3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan local dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam  kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder.

1) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu

2) dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. 
3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan

5) perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

B. Fungsi Jalan

Menurut UU No. 38 2004 tentang Jalan, Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. 
Jalan Arteri Primer

Jalan arteri  primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional., menurut PP No. 34 Tahun 2006 pasal 13 menyebutkan bahwa:
1. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

2. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

3. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.

4. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus tetap

5. terpenuhi.

6. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

7. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus
Jalan Arteri Sekunder

Jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan; Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2006 tentang Jalan, pada pasal 17 menyatakan bahwa:

1) Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam.

2) dengan lebar badan jalan  paling sedikit 11 (sebelas) meter. 

3) Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. 

4) Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. 

5) Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan uraian mengenai jalan arteri di atas, dapat dikatakan bahwa ternyata jalan arteri merupakan jalan yang mempunyai peranan penting dalam mendukung perkembangan suatu kota. Karena jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan kota satu dengan kota lainnya. Karena fungsi yang sangat strategis dan khusus tersebut, maka jalan arteri khususnya arteri sekunder mendapatkan perlakuan yang khusus pula. Jalan arteri sekunder antara lain adalah diperuntukkan bagi pergerakan yang relatif cepat, dengan demikian gangguan terhadap pergerakan kendaraan yang melintas di jalan ini diusahakan seminimal mungkin. Dengan kata lain guna lahan di sekitar jalan arteri harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pergerakan kendaraan, demikian pula dengan jalan yang memiliki akses langsung ke jalan arteri harus dibatasi supaya tidak menimbulkan gangguan bagi pergerakan kendaraan.
2.2.2.4 Karakteristik Jalan

Karakteristik utama jalan yang akan mempengaruhi kapasitas jalan antara lain : kondisi geometrik jalan, komposisi arus dan pemisah arah, pengaturan lalu lintas, jalur lalu lintas, dan aktivitas samping jalan (hambatan samping) (Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997).
A. Kondisi Geometrik Jalan
· Tipe jalan: berbagai tipe jalan akan mempunyai kinerja berbeda pada pembebanan lalu lintas tertentu, misalnya jalan terbagi dan tak terbagi; jalan satu arah.

· Lebar jalan lalu lintas: kecepatan arus bebas dan kapasitas meningkat dengan pertambahan lebar jalur lalu lintas.

· Kereb: merupakan pembatas antara jalur lalu lintas dan trotoar yang berpengaruh terhadap dampak hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan. Kapasitas jalan dengan kereb lebih kecil dari ajal dengan bahu. Selanjutnya kapasitas berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat tepi jalur lalu lintas, tergantung apakah jalan mempunyai kerebatau bahu.

· Bahu: jalan perkotaan tanpa kereb pada umumnya mempunyai bahu pada kedua sisi jalur lalu lintasnya. Lebar dan kondisi permukaanya mempengaruhi penggunaan bahu, berupa penambahan kapasitas, dan kecepatan pada arus tertentu, akibat pertambahan lebar bahu, terutama karena pengurangan hambatan samping yang disebabkan kejadian di sisi jalan seperti kendaraan angkutan umum berhenti, pejalan kaki dan sebagainya.

· Median: median yang direncanakan dengan baik meningkatkan kapasitas

· Alinyemen jalan: lengkung horisontal dengan jari-jari kecil mengurangi kecepatan arus bebas. Tanjakan yang curam juga mengurangi kecepatan arus bebas.
B. Komposisi Arus dan Pemisah Arah

· Pemisah arah lalu lintas: kapasitas jalan dua arah paling tinggi pada pemisahan arah 50-50; yaitu bilamana arus pada kedua arah adalah sama pada periode waktu yang dianalisa (umumnya satu jam).

· Komposisi lalu lintas: Komposisi lalu lintas mempengaruhi hubungan kecepatan arus jika arus dan kapasitas dinyatakan dalam kend/jam, yaitu tergantung pada rasio sepeda motor atau kendaraan berat dalam arus lalu lintas. Jika arus dan kapasitas dinyatakan dalamsatuan mobil penumpang (smp), maka kecepatan kendaraan ringan dan kapasitas (smp/jam) tidak dipengaruhi oleh komposisi lalu lintas.
C. Pengaturan Lalu Lintas

· Batas kecepatan jarang dilakukan didaerah perkotaan di Indonesia, dan karenanya hanya sedikit berpengaruh pada kecepatan arus bebas. Aturan lalu lintas lainnya yang berpengnaruh pada kinerja lalu lintas adalah: pembatasan parkir dan berhenti sepanjang sisi jalan; pembatasan akses tipe kendaraan tertentu; pembatasan akses dari lahan samping jalan, dsb.
D. Jalur lalu lintas

· Jalur lalu lintas adalah bagian dari jalan yang direncanakan khusus untuk jalur gerak kendaraan. Lebar jalur lalu lintas ini berkaitan dengan kecepatan arus lalu kendaraan dan kapasitas jalan yang diinginkan, dimana jika dilakukan pertambahan lebar jalur lalu lintas maka kecepatan arus bebas dan kapasitas jalan akan meningkat
E. Aktivitas Samping Jalan (Hambatan Samping)
Dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI Tahun 1997) faktor hambatan samping yang diakomodir karena cukup signifikan mempengaruhi tingkat kinerja jalan adalah sebagai berikut ini :

1. Pejalan kaki

2. Kendaraan lambat

3. Parkir

4. Keluar masuk kendaraan di akses jalan dan akses lahan.
Dalam MKJI jumlah kejadian perbobot pada samping jalan ini dapat dikelompokkan secara kualitatif dalam lima kelompok kelas yang dimulai dari sangat rendah sampai sangat tinggi dan disebut kelas hambatan samping perkotaan. Kriteria kelompok hambatan samping seperti diuraikan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2
Kelas Hambatan Samping Untuk Jalan Perkotaan
	No.
	Kelas Hambatan Samping
	Jumlah Berbobot Kejadian per 200 m per Jam 
	Kondisi Khusus

	1


	Sangat rendah
	<  100
	Daerah permukiman, jalan dengan jalan samping

	2
	Rendah
	100  -  299
	Daerah permukiman, beberapa kendaraan umum, dsb.

	3
	Sedang
	300  -  499
	Daerah industri, beberapa toko di sisi jalan.

	4
	Tinggi
	500  -  899
	Daerah komersial, aktivitas sisi jalan tinggi.

	5
	Sangat tinggi
	>  900
	Daerah komersial dengan aktivitas pasar di samping jalan.


       Sumber : MKJI Tahun 1997
F. Tipe Jalan

Berdasarkan Manual Kapasitas jalan Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum, 1997) pembagian tipe jalan perkotaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Pembagian Tipe Jalan Perkotaan

	Tipe Jalan
	Kode

	2 lajur 2 arah
	2/2 UD

	4 lajur 2 arah tak terbagi
	4/2 UD

	4 lajur 2 arah terbagi
	4/2 D

	6 lajur 2 arah terbagi
	6/2 D

	1 arah
	1-3/1


                         Sumber : MKJI Tahun 1997

Tipe jalan yang digunakan menunjukkan kinerja berbeda pada pembebanan lalu-lintas tertentu, dimana tipe jalan yang dipilih akan menentukan jumlah lajur dan arah pada segmen jalan dan mempunyai faktor penyesuaian yang berbeda-beda dalam penentuan kecepatan dan kapasitas jalan.
2.3 Kajian Studi Terdahulu



Kajian terhadap studi terdahulu dianggap perlu karena melatarbelakangi studi yang akan dilakukan. Adapun studi-studi terdahulu yang telah dilakukan, diantaranya :

1) Tugas Akhir”Kajian Penanganan Kemacetan Di Jalan Setiabudi Dengan Pengelolaan Lalu Lintas”

Oleh : Gina Nawangwulan, Tahun 1999, Jurusan Teknik Planologi ITB



Kemacetan merupakan masalah lalulintas yang sering terjadi diwilayah Kotamadya Bandung dan sekitarnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan tersebut, salah satu diantaranya ialah karena semakin membesarnya volume lalu lintas. Jika jalan tersebut merupakan jalan penghubung utama antara hinterland dengan pusat kota, maka volume lalu lintas tersebut meningkat bukan hanya oleh lalu lintas lokal akibat dari perkembangan guna lahan sekitarnya, tapi juga dengan semakin meningkatnya keterkaitan antar kota tersebut dengan wilayah lain yang berdampak pada peningkatan volume lalu lintas regional yang terkait dengan sistem transportasi internal kota.


Peningkatan volume lalulintas tersebut akan menambah biaya perjalanan. Tambahan biaya perjalanan ani adalah biaya kemacetan yang harus ditanggung oleh pengguna jalan sebagai akibat semakin bertambahnya waktu tempuh kendaraan bila menggunakan jalan tersebut. Selain itu waktu tempuh kendaraan semakin diperburuk dengan adanya gangguan lokal di ruas jalan terkait yang bisa mengurangi kapasitas jalan. Jika dihitung dalam jangka waktu yang panjang, maka biaya yang harus dikeluarkan penggunaan kendaraan itu akan semakin membesar. Dalam usaha mengatasi kondisi macet perlu diupayakan berbagai alternatif solusi pengelolaan lalu lintas. pengelolaan lalu lintas dapat membenahi sirkulasi untuk meningkatkan kapaasitas jalan sebagai upaya mengatasi dampak dari pertumbuhan volume lalu lintas baik lokal, regional maupun menerus. Pengelolaan lalu lintas dapat mengurangi dampak pertumbuhan volume lalu lintas yang mengakibatkan bertambahnya biaya perjalanan (biaya kemacetan). Seperti telah diuraikan sebelumnya pertumbuhan volume lalu lintas sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan di ruas jalan Setiabudi maupun keterkaitan dan interaksi antar kota antara pusat kota Bandung dengan kota-kota di bagian utara yang semakin meningkat akan menyebabkan bertambahnya volume lalu lintas yang tidak seimbangdengan kapasitas jalan sehingga menimbulkan kemacetan yang berarti menambah biaya perjalanan. Untuk mengurangi biaya kemacetan tersebut diperlukan penanganan yang bersifat pengelolaan lalu lintas yang bisa mengurangi gangguan lokal dan bersifat mengurangi volume lalu lintas dengan mendistribusikan sebagian volume tersebut, untuk dapat meningkatkan waktu tempuh kendaraan atau dipertahankan sehingga mengurangi tambahan biaya perjalanan. Alternatif solusi pengelolaan lalu lintas yang diusulkan studi ini :

a. Alternatif pengelolaan lalu lintas 1 dengan mengurangi gangguan lokal yaitu pengendalian lalu lintas pada persimpangan, penanganan sub terminal dan pangkalan serta peningkatan daya guna ruang jalan. Alternatif ini mempunyai endurance time untuk menampung peningkatan volume lalu lintas dari tahun 1999 sampai tahun 2002.

b. Alternatif  pengelolaan 2 yaitu mengalihkan arus lalu lintas menerus ke jalan alternatif, sehingga di ruas jalan Setiabudi volumenya berkurang. Alternatif ini mempunyai endurance time untuk menampung peningkatan volume lalu lintas dari tahun 1999 sampai tahun 2005 dengan tingkat pelayanan C dari tahun 1999-2001.

c. Alternatif pengelolaan lalu lintas 3 yaitu mengurangi gangguan lokal sekaligus mengalihkan arus lalu lintas menerusnya. Alternatif ini mempunyai endurance time paling lama dibanding alternatif 1 dan 2 untuk menampung peningkatan volume lalu lintas yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2008 dengan tingkat pelayanan C dari tahun 1999-2004.

2) Tugas Akhir” Pengaruh Hambatan Samping Sebagai Turunan Dari Landuse Terhadap Kinerja Ruas Jalan Setiabudi (studi kasus: Bank BCA sampai dengan Terminal Ledeng)”

Oleh : Idham Heru P ,tahun 2004, Jurusan Teknik Planologi Unpas


Kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan, sudah sering terjadi pada jaringan jalan perkotaan menjadikan kondisi tersebut sesuatu hal yang dianggap biasa oleh sebagian masyarakat padahal apabila diungkap lebih dalam dampak dari kemacetan lalu lintas sudah banyak merugikan, karena bisa menurunkan kualitas lingkungan, tingginya biaya operasional. Berdasarkan data Ditjen. PU Bina Marga tahun 1998, perkembangan volume lalu lintas pada jalan-jalan keluar masuk Kota Bandung dari arah utara mengalami peningkatan selama periode 1990-1993 sebesar 1,7% dan diindikasikan masih terus meningkat hingga sekarang. Jalan Setiabudi yang menjadi ruas jalan keluar masuk utama ke Kota Bandung sudah tentu mengalami hal ini, dimana lalu lintasnya telah bercampur, tidak hanya oleh kegiatan dan pertumbuhan guna lahan di sepanjang sisi Jalan Setiabudi. Guna lahan seperti pasar,  pertokoan,  pusat perbelanjaan dan mal berpeluang untuk membangkitkan pergerakan dengan intensitas tinggi. Bangkitan dengan intensitas tinggi akan selalu diikuti oleh kegiatan lain seperti parkir, tingginya volume pejalan kaki, naik turun penumpang angkutan , dan kegiatan informal yang muncul di sisi jalan ini yang disebut hambatan samping. Kondisi tersebut apabila tidak ditata dengan baik maka kegiatan disisi jalan tersebut akan mengakibatkan tingginya gangguan terhadap lalu lintas pada ruas jalan Setiabudi. Metoda analisis yang dilakukan pada studi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi  Sistem Jaringan dan Sistem Aktifitas menggunakan metode dekskriptif analisis.
2. Melakukan pengkajian terhadap Sistem Pergerakan dan Sistem Aktifitas (Hambatan Samping) untuk menilai kinerja jaringan jalan berdasarkan standar yang berlaku mengenai kapasitas jalan, kecepatan dan waktu perjalanan yang diukur melalui pergerakan kendaraan yang melalui jalan ruas jalan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan km/jam dengan menggunakan standar yang berlaku, serta tingkat pelayanan jalan yang dinyatakan dalan rasio volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan V/C
Berdasarkan hasil analisis rata-rata kinerja ruas Jalan Setiabudi berada pada tingkat pelayanan jalan di daerah studi rata-rata berada pada tingkat (level) C dimana arus lalu lintas relatif stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan dimana pengemudi dibatasi dalm memilih kecepatan (Pengantar Teknik dan Perencanaan Transport,Edward K. Morlok,1991). dan LOS D dimana arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan, V/C masih dapat ditolerir (Pengantar Teknik dan Perencanaan Transport,Edward K. Morlok,1991). Kecuali pada siang dan sore hari pada yang memiliki tingkat pelayanan jalan pada tingkat (level) D dan E baik pada hari kerja maupun hari libur. Hal ini diakibatkan sering terjadi hambatan gerak mengingat adanya tundaan lalu lintas akibat dari adanya aktivitas komersial di sisi sepanjang daerah studi seperti parkir di jalan (on street parking) dan kendaraan keluar-masuk dari/ke guna lahan. Tingkat pelayanan jalan ruas jalan di daerah studi apabila dipengaruhi oleh nilai hambatan samping maka akan berpengaruh kepada kapasitas aktual yang turun dibandingkan dengan tanpa nilai hambatan samping,  kecepatan perjalanan rata rata yang dapat dikembangkan pengemudi akan menurun, serta waktu tempuh yang semakin lama untuk melalui ruas jalan Setiabudi. Hal ini berakibat naiknya Rasio V/c dan  Level of Service dari ruas jalan Setiabudi. Setelah adanya usulan penanganan masalah lalu lintas pada ruas Jalan Setiabudi, kinerja jalan kembali membaik walaupun tidak sebaik kinerja ruas Jalan Setiabudi tanpa hambatan samping. Hal ini dapat dilihat dari naiknya kapasitas ruas Jalan Setiabudi, turunnya nilai VCR, bertambahnya kecepatan kendaraan rata-rata, semakin pendeknya waktu tempuh untuk melalui ruas jalan Setiabudi.
3) Tugas Akhir ”Kajian Kinerja Jalan Soekarno-Hatta Sebagai Jalan Arteri Primer Di Kota Bandung”

Oleh : Danang Sunarto ,tahun 2003, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung

Sebagai salah satu jalan arteri primer di Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta dirancang untuk melayani arus lalu-lintas regional dan menerus dengan karakteristik  pergerakan kendaraan yang memiliki kecepatan minimum 60 km/jam. Akibat pengaruh dari perkembangan kota Bandung, perkembangan kegiatan di Jalan Soekarno-Hatta juga sangat pesat, terbukti dengan makin intensifnya kegiatan di sepanjang jalan tersebut. Hal ini menyebabkan peningkatan intensitas pergerakan baik orang maupun barang pada beberapa ruas jalan di Jalan Soekarno-Hatta sangat tinggi, dan berakibat pada peningkatan volume kendaraan di ruas-ruas jalan tersebut.


Peningkatan volume kendaraan tersebut tidak diantisipasi dengan pengelolaan transportasi yang baik, terbukti dengan buruknya kondisi eksisting kinerja jalan tersebut sehingga menyebabkan Jalan Soekarno-Hatta sebagai jalan arteri primer menjadi tidak optimal dalam mendukung pergerakan kendaraan yang melewatinya. Hal ini tercermin dari kondisi lalu-lintas di jalan arteri tersebut dimana sering terjadi gangguan lalu-lintas berupa kemacetan terutama pada saat jam sibuk (jam puncak) di pagi dan sore hari. Pengukuran kinerja jalan ini didasarkan pada tiga variabel, yaitu tingkat pelayanan jalan (LOS), kecepatan perjalanan dan waktu tempuh.


Penurunan kinerja jalan ini merupakan akibat dari permasalahan lalu-lintas yang terjadi pada Jalan Soekarno-Hatta, antara lain terjadinya pencampuran moda dan pencampuran arus lalu-lintas, banyaknya arus kendaraan yang keluar masuk  Jalan Soekarno-Hatta yang berasal dari jalan lokal di sekitarnya yang memiliki akses langsung terhadap jalan arteri tersebut, dan terbatasnya kapasitas jalan (untuk ruas Sudirman-Kopo). Berbagai permasalahan tersebut sering menyebabkan terhambatnya laju kendaraan dan tidak jarang menyebabkan kemacetan lalu-lintas (yang seharusnya tidak boleh terjadi pada jalan dengan klasifikasi arteri primer). Kondisi eksisting kinerja jalan yang buruk ini ditandai dengan rendahnya tingkat pelayanan jalan dan rendahnya kecepatan kendaraan bagi jalan dengan klasifikasi arteri primer. Dalam UU  No. 13 tahun 1985 pasal 14 ditegaskan bahwa jalan arteri primer adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.


Berdasarkan hasil analisis, terbukti bahwa beberapa bagian jalan di Jalan Soekarno-Hatta memiliki kinerja jalan yang buruk sebagai jalan arteri primer. Ada 3 ruas jalan yang memiliki kinerja jalan yang buruk yaitu ruas 1 (Sudirman-Kopo), ruas 2 (Kopo-Moh.Toha), dan ruas 3 (Moh.Toha-Kiaracondong). Ruas 1 memiliki tingkat pelayanan D dengan VCR (Volume Capacity Rasio) sebesar 0,41-0,58 sedangkan ruas 2 memiliki tingkat pelayanan C dengan VCR 0,59-0,80. Untuk ruas 3 memiliki tingkat pelayanan C dengan VCR 0,59-0,80. Rendahnya tingkat pelayanan pada ketiga ruas  tersebut juga diikuti dengan rendahnya kecepatan rata-rata kendaraan dan besarnya waktu tempuh pada ketiga ruas tersebut. 


Guna merumuskan tindakan penanganan dengan tujuan untuk meningkatkan kembali kinerja jalan, dilakukan melalui pengelolaan transportasi. Pengelolaan transportasi ini dilakukan dengan pendekatan dari sisi sediaan dan sisi permintaan. Pendekatan dari sisi sediaan adalah dengan mengusulkan desain geometrik jalan yang baru, yaitu dengan menambah kapasitas jalan dan pembuatan median jalan. Sedangkan pendekatan dari sisi permintaan adalah dengan mengatur pergerakan arus lalu-lintas. Disamping itu juga  merekomendasikan tindakan untuk mengatur kegiatan di pinggir jalan, dengan penetapan kebijaksanaan KLB dan KDB bagi kegiatan di  pinggir Jalan Soekarno-Hatta.
Untuk lebih jelasnya, penilaian terhadap studi-studi terdahulu di atas dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.
Tabel 2. 4
Ringkasan Terhadap Studi Terdahulu
	Penulis
	Judul
	Metode Pendekatan Studi
	Variabel
	Hasil Studi

	Gina Nawangwulan,tahun 1999, Jurusan Teknik Planologi ITB 
	Kajian Penanganan Kemacetan di Jalan Setiabudi dengan Pengelolaan Lalu Lintas
	· Identifikasi pola pergerakan di ruas Jalan Setiabudi baik lokal, regional dan menerus

· Mengestimasi pertumbuhan volume di ruas Jalan Setiabudi untuk mengetahui permasalahan di masa mendatang sehubungan meningkatnya volume lalu lintas yang menggunakan ruas Jalan Setiabudi

· Merumuskan alternatif solusi pengelolaan lalu lintas dengan Tipe 1, Tipe 2, Tipe 3

· Menghitung biaya kemacetan di Jalan Setiabudi sebagai akibat pertumbuhan volume lalu lintas
	· Pertambahan Volume dan Komposisi Lalu Lintas Lokal, Menerus, Regional.

· Tingkat Pelayanan ruas Jalan Setiabudi (Kecepatan kendaraan, Kapasitas)

· Biaya Kemacetan

· Biaya Operasi Kendaraan

· Nilai Waktu Perjalanan
	Rekomendasi  penanganan kemacetan pada Jalan Setiabudi dengan pengelolaan lalu lintas dengan cara membenahi sirkulasi lalu lintas untuk meningkatkan kapasitas jalan sebagai upaya mengatasi dampak dari pertumbuhan volume lalu lintas baik lokal, regional dan menerus

	Idham Heru P ,tahun 2004, Jurusan Teknik Planologi Unpas
	Pengaruh Hambatan Samping Sebagai Turunan Dari Landuse Terhadap Kinerja Ruas Jalan Setiabudi (studi kasus: Bank BCA sampai dengan Terminal Ledeng)
	· Identifikasi Sistem Jaringan

· Identifikasi Sistem Pergerakan

· Identifikasi Sistem Aktivitas

· Identifikasi Hambatan Samping

· Ujicoba Analisis Kinerja Jalan Eksisting, Analisis Kinerja Jalan Maksimum, Analisis Kinerja Jalan Dengan Usulan Penanganan
	· Volume Lalu lintas

· Kapasitas Jalan

· Kecepatan Rata-rata

· Waktu Tempuh

· Frekwensi Hambatan Samping di Ruas Jalan
	  Hambatan samping mempengaruhi Kinerja Ruas Jalan Setiabudi eksisting dengan semakin lama waktu tempuh, kecepatan rata-rata turun, kapasitas naik. Namun setelah adanya usulan penanganan dengan mengurangi faktor hambatan samping yang terjadi di Ruas Jalan Setiabudi maka waktu tempuh menjadi turun, kecepatan dan kapasitas kembali meningkat.

	Danang Sunarto ,tahun 2003, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung
	Kajian Kinerja Jalan Soekarno-Hatta Sebagai Jalan Arteri Primer Di Kota Bandung
	· identifikasi peningkatan jumlah (volume) kendaraan

· identifikasi kinerja Jalan Soekarno-Hatta

· Identifikasi persoalan bagian (ruas) Jalan Soekarno-Hatta
	· Volume Lalu lintas

· Kapasitas Jalan

· Waktu Tempuh

· Kecepatan Kendaraan
	Beberapa bagian jalan di Jalan Soekarno-Hatta memiliki kinerja jalan yang buruk sebagai jalan arteri primer. Ada 3 ruas jalan yang memiliki kinerja jalan yang buruk yaitu ruas 1 (Sudirman-Kopo), ruas 2 (Kopo-Moh.Toha), dan ruas 3 (Moh.Toha-Kiaracondong). Ruas 1 memiliki tingkat pelayanan D, sedangkan ruas 2 memiliki tingkat pelayanan C. Untuk ruas 3 memiliki tingkat pelayanan C.

	Indra Sugito ,tahun 2009, Jurusan Teknik Planologi Unpas
	Optimalisasi Kinerja Jalan di Koridor Jalan Raya Tajur Kecamatan Bogor Timur
	· Identifikasi karakteristik hambatan samping
· Identifikasi dampak hambatan samping terhadap kecepatan kendaraan
· Identifikasi kinerja jaringan jalan di Jalan Raya Tajur.
· Arahan penanganan masalah lalu lintas di Koridor Jalan Raya Tajur
	· Volume Lalu lintas

· Kapasitas Jalan

· Waktu Tempuh

· Kecepatan Kendaraan
· Hambatan Samping jalan
	


   Sumber: Kajian Pustaka

Tabel 2. 5
Perbedaan Peneletian Studi Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

	Nama Peneliti
	Judul 
	Tujuan
	Metode Analisis

	Gina Nawangwulan,tahun 1999, Jurusan Teknik Planologi ITB
	Kajian Penanganan Kemacetan di Jalan Setiabudi dengan Pengelolaan Lalu Lintas
	Merumuskan alternatif solusi pengelolaan lalu lintas
	· Tingkat pelayanan jalan (kapasitas dan rasio antara volume kapasitas) 
· Analisis Biaya Operasi Kendaraan

	Idham Heru P ,tahun 2004, Jurusan Teknik Planologi Unpas
	Pengaruh Hambatan Samping Sebagai Turunan Dari Landuse Terhadap Kinerja Ruas Jalan Setiabudi (studi kasus: Bank BCA sampai dengan Terminal Ledeng)
	Melihat hambatan samping yang timbul dari adanya penggunaan lahan sepanjang ruas jalan Setiabudi yang  mempengaruhi kemacetan lalu lintas pada ruas jalan Setiabudi dalam upaya memberikan kinerja jalan yang memadai serta mengoptimalkan prasarana jalan yang ada supaya bisa memberikan pelayanan berlalu lintas yang lancar dan aman
	· Metode dekskriptif analisis 

· Analisis Tingkat Pelayanan



	Danang Sunarto ,tahun 2003, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung
	Kajian Kinerja Jalan Soekarno-Hatta Sebagai Jalan Arteri Primer Di Kota Bandung
	mengkaji kinerja Jalan Soekarno-Hatta sebagai jalan arteri primer dan mengusulkan alternatif penanganan masalah, sehingga Jalan Soekarno-Hatta  dapat berfungsi secara optimal sebagai jalan arteri primer
	· Arus kendaraan (volume, kecepatan, jarak, dan waktu tempuh)

· Tingkat pelayanan jalan (kapasitas dan rasio antara volume kapasitas) 

· Sistem lalu lintas, yang meliputi jaringan jalan dan karakteristik lalu lintas. 

· 

	Indra Sugito ,tahun 2009, Jurusan Teknik Planologi Unpas
	Optimalisasi Kinerja Jalan di Koridor Jalan Raya Tajur Kecamatan Bogor Timur
	Menyusun arahan penanganan masalah lalu lintas yang diakibatkan oleh penggunaan lahan pinggir jalan di Jalan Raya Tajur agar kinerja Jalan Raya Tajur optimal.
	· Analisis Regresi Linier

· Analisis Kinerja Jalan



    Sumber: Hasil Analisis Tahun 2009
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